PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 19 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUVAH TANGGA 1908

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang :

a. bahwa ber hubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa i ni
di anggap perlu untuk nmenungut kenbali pajak atas dasar pertama
dengan perluasan pengenaan bungal ow bungal ow dan dasar kedua
paj ak rumah-tangga (O donansi Pajak Rumah Tangga 1908
Staat sbl ad 1908 No. 13 sebagai mana tel ah diubah dan ditanbah,
terakhir dengan Lenbaran-Negara 1953 No. 5) dan sel anjutnya
unt uk nenai kkan tarif-tarif sepeda notor dan ot onobil;

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa perubahan dan tanbahan
tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang- undang
Dasar ;

Mendengar
Menteri Keuangan;

Menut uskan
Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
dan tanbahan O donansi Paj ak Rumah- Tangga 1908.

Pasal 1.

Ordonansi Paj ak Rumah- Tangga 1908 ( Staatsblad 1908 No. 13),
sebagai mana tel ah di ubah dan ditanbah, terakhir dengan Lenbaran-
Negara 1953 No. 5, sel anjutnya diubah dan ditanbah sebaga
beri kut

l. Pasal 1 ke-1 di baca sebagai beri kut
"le. nilai sewa rumah kedi anan dan bungal ow beserta bangunan
t urunannya dan pekarangannya".

Il. Pada pasal 2 antara kata-kata : "woonhui zen" dan"wordt"
di si si pkan kata-kata : "dan bungal ow

I1l. Pada pasal 3 ayat (1) antara kata-kata : "woonhui zen" dan
"of" dan antara kata "Wonhui zen" dan, "di sisipkan
kat a- kata : "dan bungal ow'.

I'V. Pasal 4 diubah sebagai beri kut

ke-1 Antara kata-kata : "woonhui zen" dan "of" disisipkan

kat a- kata : "dan bungal ow'.

ke-2 Ditanbah kal i mat baru yang berbunyi:



VI .
VI,
VI,

X.

" Sel anj ut nya dal am nenghi tung nil ai sewa kena paj ak

ti dak di perhati kan bagi an bungal ow at au bangunan
turutannya kepunyaan Penerintah atau yang semat amata
di pergunakan ol eh orang-orang yang karena kesehat annya
perlu berada ditenpat itu".

Pada pasal 5 antara kata-kata : "woonhui zen" dan "of"

di si si pkan kata-kata : "dan bungal ow

Pada pasal 6 ke-1 antara kata-kata : "Wonhui zen" dan "of"
di si si pkan kata-kata : "dan bungal ow

Ayat (1) ke-5 dari pasal 8, dem kian pula ayat (1) ke-5 dari

pasal 11 di hapuskan.

Pasal 12 di ubah sebagai beri kut

ke-1 Pada ayat (2) antara kata : "bewonen" dan ,,,
"di si si pkan kata-kata : "atau yang nenpunyai hak
kebendaan at as bungal ow'.

ke-2 Ayat (3) dihapuskan.

Pasal 14 di ubah dan di baca sebagai beri kut

"(1) Besarnya paj ak setahun :

a. lima persen dari nilai sewa rumah kedi aman setahun
dan dua pul uh persen dari nilai sewa bungal ow
set ahun;

b. dua persen dari nilai perabot runmah;

C. pal i ng sedi kit seratus dua pul uh rupiah dan paling

tinggi tiga ratus rupiah untuk tiap sepeda notor,
satu dan lain nmenurut peraturan yang ditentukan
ol eh Menteri Keuangan;

d. seribu dua ratus rupiah untuk tiap otonobil jika
ini tidak termasuk dal am urai an anak bagi an e;
e. pal ing sedi kit dua ribu enpat ratus rupiah dan

paling tinggi duabelas ribu rupiah untuk tiap
ot onobi | nmewah yang tidak di pergunakan untuk I al u-
[intas umum satu dan |ain nmenurut peraturan yang
di tentukan ol eh Menteri Keuangan 19.

(2) a. unt uk otonobil kedua bai k yang ternmasuk dal am
urai an ayat (1) anak bagian d maupun anak bagi an e
di kenakan paj ak sebesar satu setengah kali jum ah
paj ak di maksud pada ayat (1) anak bagi an d dan
anak bagi an e;

b. untuk tiap otonobil sel ebi hnya bai k yang ternmasuk
dal am urai an ayat (1) anak bagi an d maupun anak
bagi an e di kenakan dua kali jum ah pajak di maksud
pada ayat (1) anak bagian d dan anak bagi an e.

(3) Dal am nel akukan ayat (1) huruf d dan huruf e, jika
penmegang nenegang | ebi h dari satu otonobil yang
paj aknya berl ai nan, naka paj ak yang | ebih tinggi
menent ukan ot onobi| nmana di anggap sebagai masi ng-
masi ng ot onobi| kedua dan sel ebi hnya.

Pasal 15 ayat (1) diubah dan di baca sebagai beri kut

"(1) a. Yang di kenakan paj ak nmenurut dasar pertanma dan
menur ut dasar kedua kecuali nengenai bungal ow
i al ah kepal a kel uarga, juga yang nengenai bagi an
rumah kedi aman dan bangunan turutannya yang
di tenpati ol eh pihak |ain dan juga untuk perabot



Xl

X,

X,
XI'V.

(1)

(2)

(2)

yang ada di bagian itu.

b. Yang di kenakan paj ak nmenurut dasar pertanma dan
menur ut dasar kedua untuk bungal ow dan turutannya,
dem ki an pul a perabot yang ada di dal ammya, i al ah
yang menpunyai hak kebendaan atas bungal ow

tersebut”.
Pasal 17 ayat (2) diubah sebagai beri kut
ke-1 Pada huruf a antara kata : "woonhuis" dan, "disisipkan
kat a- kata : "dan/atau bungal ow'
ke-2 Pada huruf b antara kata-kata : "woonhuis" dan "of"
di si si pkan kata-kata : "dan/atau bungal ow'

ke-3 Huruf c di baca sebagai beri kut

“c. jum ah dan jenis sepeda notor disebut dal am pasa

14 ayat (1) anak bagian c".

ke-4 Pada huruf d kata-kata : "artikel 14 sub e en f"

di ganti dengan "pasal 14 ayat (1) anak bagian d dan e".
Pada pasal 18 ayat (1) kata-kata : "De in het voorlaatste
lid van arti kel 12 bedoel de personen” diganti dengan kat a-
kata : "Mereka yang di maksud pada pasal 12 ayat (2)".
Pada pasal 20 ayat (1) antara kata-kata : "woonhuis" dan
"in" disisipkan kata-kata : "atau bungal ow'.
Pasal 23 di ubah dan di baca sebagai berikut:

"Pasal 23.

Mer eka yang baru nenjadi wajib-pajak dal am sesuat u t ahun
bai k atas keenpat dasar, maupun atas satu atau | ebi h dasar
kecual i berkenaan dengan nenegang satu atau | ebi h sepeda
not or atau otonobil yang untuk tahun bersangkutan tel ah

t ermasuk pengenaan paj ak, harus nel akukan penberitahuan
dal am wakt u satu bul an.

W4j i b- paj ak yang dal am sesuatu tahun nenegang satu atau

| ebi h sepeda notor atau otonmpbil, yang untuk tahun

ber sangkut an bel um t er masuk pengenaan paj ak dan karena itu
terutang pajak | ebih tinggi, harus nel akukan penberitahuan
dal am waktu satu bulan terhitung dari hari nenperol ehnya
kendar aan tersebut”.

Pasal 33 ayat (2) dan (3) di haspuskan.

Pada pasal 35 ayat (8) dan ayat (9) kata-kata : "artikel 41
alinea (1) | e ,diganti dengan kata-kata : "pasal 41 ayat
(1) huruf a ke-1".

. Pasal 41 diubah dan di baca sebagai beri kut

"Pasal 41.

KepaLa | nspeksi Keuangan nenberi penbebasan atas ketetapan
paj ak :
a. unt uk dasar pertama dan kedua

| e. bilamana rumah-tangga di henti kan atau di pi ndahkan

ke daerah penerintahan | ain;

2e. bilamana penanggung paj ak neni nggal duni a.

b. unt uk dasar ketiga dan keenpat bil amana kendaraan yang
ber sangkut an nmusnah.

Penbebasan berjunl ah seperduabel as bagi an dari ket etapan
paj ak yang di hitung untuk satu tahun penuh untuk tiap bul an
yang belumterbit dari tahun pajak atau nmasa paj ak.



(3) Penghentian atau pem ndahan suatu rumah-tangga sebel um
t anggal enam sesuatu bul an di anggap sebagai terjadi dal am
bul an sebel ummya.

(4) Penbebasan nenurut pasal ini harus di m ntakan secara
tertulis kepada Kepal a | nspeksi Keuangan dal am waktu tiga
bul an sesudah akhir tahun pajak atau bil amana surat
ket et apan paj ak di beri kan sesudah akhir tahun paj ak, dal am
waktu tiga bul an sesudah hari penberi annya.

(5) Waktu-waktu tersebut tidak nengi kat, bilaman ditunjukkan,
bahwa tidak di m ntakannya penbebasan pada wakt unya adal ah
di sebabkan ol eh keadaan i sti newa.

(6) Kepala Inspeksi Keuangan dapat nenberi kan penbebasan atas
ket et apan paj ak penanggung paj ak yang dal am t ahun untuk mana
ket et apan paj ak dil akukan tel ah neni nggal kan | ndonesi a, juga
wal aupun ini tidak di m ntakan".

Pasal 2.
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai
ber| aku pada hari di undangkan dan buat pertanma kali berl aku atas
pungut an untuk tahun paj ak atau masa paj ak setel ah 31 Desenber
19509.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan

pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang in
dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Di t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
SOEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Ment eri Muda Kehaki man,

ttd.

SAHARDJ O



PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVOR 19 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
( STAATSBLAD 1908 No. 13).

uMuM

Dal am usahanya unt uk nmenpertinggi penghasil an Negar a,
mengi ngat akan keadaan keuangan Negara pada dewasa i ni,

Peneri ntah terpaksa neninjau kenbal i peraturan-peraturan fiskal
yang ki ni berl aku.

Bertalian dengan itu, maka sudah sel ayaknya bahwa perhati an
Penerintah | ebi h-1ebi h di arahkan keapada j eni s-jenis pajak yang
menpunyai sifat penmakai an (verteringsbel asing), nengingat bahwa
jenis-jenis pajak tersebut pada unmummya dituj ukan kepada gol ongan
tertentu dal am masyrakat, yaitu gol ongan masyarakat yang
menpunyai daya pi kul 1ebih tinggi jika di bandi ngkan dengan
gol ongan- gl ongan masyar akat | ai nnya.

Sal ah satu jenis pajak yang sifatnya sesuai dengan apa yang
di t erangkan di atas adal ah Paj ak Rumah- Tangga.

Ber hubung dengan itu maka dal am Perat uran Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang ini ditinjau kenbali dan di nai kkannya
tarip-tarip untuk obyek-obyek yang nenurut henmat Penerntah pantas
di nai kkan, di sanpi ng di perl uaskannya dasar pertama dan kedua
paj ak rumah-tangga dengan penmj akan bungal ow bungal ow. Dal am
hubungan hal yang di sebut bel akangan di atas, maka Peneri nt ah
menganggap perlu untuk menmungut kenbali pajak atas dasar-dasar
pertama dan kedua yang hi ngga ki ni hanya nengenai rumnmah-runmah
kedi aman.

Hal nenungut kenbali itu dapat dil akukan dengan suatu
keput usan Menteri Keuangan berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.
2 tahun 1953 (Lenbaran- Negara tahun 1953 No 5).

Per ubahan- per ubahan | ai nnya nmenpunyai maksud nenyeder hanakan
pengenaan paj ak ini dan sel anj utnya nenyesuai kan pasal - pasal yang
ber sangkut an ber hubung dengan perluasa pengenaan bungal ow
bungal ow di maksud.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Pungut an paj ak rumah-tangga dil akukan atas enpat nmacam dasar
yaitu :

le. nilai-sewa runmah kedi aman;
2e. nilai perabot rumah;

3e. jum ah dan jenis sepedanotor
4e. junl ah dan jenis otonobil

Ber dasar kan Undang-undang No. 2 tahun 1953 (Lenbaran- Negara
1953 No. 5), mmka pungutan atas dasar pertama dan kedua untuk



senmentara tidak dil akukan.

Sebagai mana tel ah di nyat akan dal am penj el asan unum naka
kini ol eh Penerintah dianggap tiba saatnya untuk nmenul ai | agi
dengan pungutan paj ak atas dasar-dadar tersebut diatas di sanping
nmenper | uas pungutan atas dasar pertama dan kedua itu dengan nila
sewa bungal ow dan nil ai perabot rumah yang ada di dal ammya.

Yang di maksud dengan bungal ow, ial ah rumah yang nenberi kan
kepada yang nenpunyai hak kebendaan at as bungal ow t ersebut
kesenpat an untuk istirahat, disanping rumah kedi amannya. Kiranya
j el asl ah bahwa hanya gol ongan tertentu dal am masyar akat| ah yang
dapat nenper gunakan bungal ow bungal ow seperti yang di maksudkan
itu.

Il s/d VI, XI dan XIII1. D sesuai kan ber hubung dengan
pengenaan bungal ow,

VI1. Penerintah berpendapat bahwa sudah tidak pada tenpatnya
| agi untuk nenpertahankan | ebi h | ama pengecual i an yang di beri kan
ber dasar kan ket ent uan- ket entuan yang ki ni di hapuskan.

VI11. Disesuai kan ber hubung dengan pengenaan bungal ow,
penghapusan pasal 12 ayat (3) di maksudkan untuk penyeder hanaan
pekerjaan pengenaan paj ak.

| X. Perubahan- peruahan tarip berkisar pada di nai kkannya
paj ak untk sepeda notor dan otonobil, sedang jum ah paj ak untuk
bungal ow nmerupakan hal yang baru.

Ter hadap pengenaan paj ak atas dasar nilai sewa rumah
kedi aman dan perabotnya ti dak di adakan perubahan tarip (jadi sam
dengan tari p pada sebel um 1951), neni ngat bahwa hal i ni
menyangkut gol ongan masyar akat yang | ebi h | uas.

Tarip yang di rencanakan untuk dasar pertanma nengenai
bungal ow di pandang pantas nengi ngat akan sifat newah bangunan
ini, tarip untuk perabot rumahnya ditetapkan sama bersarnya
dengan yang berl aku bagi perabot dal am rumah kedi aman.

Ment eri Keuangan akan nengat ur sel anj ut nya pel aksanaan
tarip-tarip untuk sepeda notor dan ot onobil.

X. Ter hadap pasal 15 ayat (1) perlu diadakan tanbahan
bertal i an dengan perl uasan bungal ow sebagai obyek pajak, satu dan
| ai n karena tehni k pemaj akan nmener| ukan hal itu. Yang nenj adi
waj i b paj ak nmengenai dasar pertama dan kedua untuk rumah kedi aman
adal ah tetap kepal a kel uarga.

Ber hubung dengan tehni k pemaj akan tersebut, maka di pandang
perlu untuk dal am hal bungal ow nmenunj uk sebagai yang di kenakan
paj ak ial ah orang maupun badan yang nenpunyai hak kebendaan atas
bungal ow yang ber sangkut an.

XI'l. Disesuai kan dengan perubahan pasal 12.

XI'V. Perubahan pasal 23 di maksudkan unt uk penyeder hanaan
pekerjaan pengenaan paj ak.

XV. Disesuai kan dengan perubahan pasal 23.

XVl . Disesuai kan dengan perubahan pasal 41.

XVI | . Perubahan pasal 41 di mmksudkan unt uk penyeder hanaan
pekerjaan pengenaan paj ak.

Pasal 2.
Cukup j el as.
Ter masuk Lenbaran-Negara No 110 tahun 1959.



Kut i pan:

Sunber :

CATATAN

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDJ O.

LEVMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959

YANG TELAH DI CETAK ULANG
LN 1959/112; TLN NO. 1868



